
Surat Pesanan
No. Surat Pesanan : EP-01KR0Z4QD8BR8RS4W3FCXCNDFF
Tanggal Surat Pesanan : 07 Mei 2026, 18:09:30 WIB

Pemesan

BADAN PANGAN NASIONAL
Badan Pangan Nasional
Nama Penanggung Jawab : NITA YULIANIS
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 62.416.790.4-017.000
Alamat Pemesan : Jl. Harsono Rm No.3, Ragunan, Ps. Minggu, 

Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12550

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Penyedia

MULYA EKA PERKASA UMKK

Nama Penanggung Jawab : DRS ANDI HERAWAN
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 021.101.219.0-436.000
Alamat Penyedia : Jalan RE SULAEMAN KP KEBON KOPI RT 

003/RW 010,
KEL.PUSPANEGARA,KECAMATAN CITEREUP 
KABUPATEN
BOGOR. Kab. Bogor. 16841

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk Harga Produk Jumlah

Barang Pre Order 90 Hari PDN

MOBIL BOX PENDINGIN - ISUZU TRAGA
1,00 unit (2.200.000 gr)
Golongan PPN 12%

Rp581.100.000,00
 Harga Kota Makassar

1,00 

https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KR0Z4Q D8BR8RS4W3FCXCNDFF&o 
rderKey=8f773cce-72a 3-4bd0-ad4d-751b6f7e 0652&productId=c0370 8b0-2634-4520-8277-f 
ea447f03873

Ringkasan Pembayaran

Keterangan Harga

Pembayaran Termin 1

Termasuk:

Harga Produk, PPN

Rp645.021.000,00

Estimasi Total Pembayaran Rp645.021.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Termasuk:
Harga Produk

Rp581.100.000,00

Total PPN

Termasuk:
Pajak Produk

Rp63.921.000,00
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Total PPnBM -

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 Rp645.021.000,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Diah Chandra Kirana (6281241518471)

Permintaan Tiba : 05 Agustus 2026  - 05 Agustus 2026

Catatan Permintaan Tiba

Sesuai dengan Surat Pesanan

Alamat Pengiriman : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Dr Ratulangi No 47, Bonto Biraeng, Mamajang, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan, 90132

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No Produk Varian Layanan Tambahan Catatan Jumlah

1 MOBIL BOX PENDINGIN - ISUZU 
TRAGA

1,00

Harga Produk (1,00) Rp581.100.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00

Ongkos Kirim (2.200,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini 
dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu ) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki 
kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada 
https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BADAN PANGAN NASIONAL
Badan Pangan Nasional

MULYA EKA PERKASA
 

¶ ¶

NITA YULIANIS Drs Andi Herawan
Pejabat Penandatangan Kontrak Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh 
Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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SYARAT DAN KETENTUAN: 
1. Hak dan Kewajiban 

a. Penyedia 
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total 

harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 
2) Penyedia memiliki kewajiban: 

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak 
benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; 

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain 
melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis 
dan persyaratan yang sama; 

c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 05 Agustus 
2026 di masing-masing lokasi sejak SP ini diterima oleh Penyedia; 

d) bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; 
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang 
dan menemukan bahwa: 

e.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan 

(apabila ada);  
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.  

 
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN 

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak: 
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini. 
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; 
c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal: 

c.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan 

pelatihan (apabila ada); 
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang. 

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban: 
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan 
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang; 
c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, 

dan pelatihan (apabila ada). 
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2. Waktu Pengiriman Barang 
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 
pada 05 Agustus 2026 di masing-masing lokasi sejak SP ini diterima oleh Penyedia.  
 

3. Alamat Pengiriman Barang 
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: 
a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung  

Jl. ZA. Pagar Alam No. 1 Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144 
Abu Mansyur – 0853 7104 4769 

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali  
Jl. WR Supratman No, 71, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80236 
I Nyoman Widyana Putra – 0813 3970 8849 

c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan  
Jl. Dr. Ratulangi No. 47, Makassar, Sulawesi Selatan 90132 
Diah Chandra Kirana M– 0812 4151 8471 
 

 
4. Tanggal Barang Diterima 

Barang diterima pada 05 Agustus 2026 di masing-masing lokasi 
 

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang 
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan 

melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini. 
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 

Perjanjian menemukan bahwa: 
b.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan 
barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau 
kerusakan barang tersebut. 

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk 
melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.  

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia 
untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang 
yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat 
mutu atau kerusakan. 

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan 
penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender. 

f. Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah penyerahan unit mobil.  

g. Penyerahan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) selambat-lambatnya 90 (sembilan 
puluh) hari kalender setelah penyerahan unit mobil. 
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6. Harga 

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas 
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.  

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya 
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual. 

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 
d. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengiriman dan asuransi serta garansi minimal selama 1 

(satu) tahun. 
 

7. Perpajakan 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang 
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini 
dianggap telah termasuk dalam harga SP. 
 

8. Pengalihan dan/atau subkontrak 
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, 

baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan. 
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan 
untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan 

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak 
standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix 
dan lain sebagainya. 

 
9. Perubahan SP 

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP. 
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal 

pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 
atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian.  

 
10. Peristiwa Kompensasi 

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat 
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi 
pekerjaan kepada Penyedia. 

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas 
keterlambatan pembayaran sesuai kesepakatan para pihak.  
 

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual 
a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.  
b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 

Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap 
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas 
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pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI 
lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia. 
 

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi 
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk 

menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan 
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau 
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima 
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini. 

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan 
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan 
Purnajual. 

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu 
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan 
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda 
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat 
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. 
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai 
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.  

f. Garansi mobil, karoseri selama 1 (satu) tahun dan asuransi kendaraan all risk. 
g. Penyedia wajib melampirkan jaminan pelaksanaan. 
 

13. Pembayaran 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat 

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan; 
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus dan dibayarkan setelah 

pelaksanaan kegiatan selesai dibuktikan dengan adanya Serah Terima Pekerjaan serta 
penyedia sudah menyampaikan seluruh pertanggungjawaban/laporan kepada PPK Direktorat 
Kewaspadaan Pangan; dan 

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak. 
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan 

bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan. 
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas 

pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa 
dokumen pembayaran lengkap dan sah.  
 

14. Sanksi 
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila: 

1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja; 
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2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui                  
e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau 

3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga 
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,  jumlah, dan 
tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.  

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
1) peringatan tertulis; 
2) denda; dan 
3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: 

a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau 
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (Inaproc).  

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi 
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.  

 
15. Penghentian dan Pemutusan SP  

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP 
apabila: 
a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP; 
b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, 

Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan 
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya 
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) 
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak 
dapat menyelesaikan pekerjaan; 

d) Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki 
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran 
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang 
berwenang. 

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan 
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia. 

c. Pemutusan SP oleh Penyedia 
1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai 
ketentuan SP atau adendum SP; 

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan 
akhir penyelesaian perselisihan; atau 
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c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.  

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara 
tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. 
 

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan 
dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu 
perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk 
setiap hari keterlambatan. 
 

17. Keadaan Kahar 
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat 
dipenuhi. 

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar 
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang 
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau 
kelalaian para pihak. 

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak 
dikenakan sanksi. 

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan 
dalam perubahan SP.  

 
18. Penyelesaian Perselisihan 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk 
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau 
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui 
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 

 
19. Larangan Pemberian Komisi 

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan 
Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau 
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui 
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini. 

 
20. Masa Berlaku SP 

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya 
pelaksanaan pekerjaan. 

 

 
 



Surat Pesanan
No. Surat Pesanan : EP-01KR0Z08VN5ZCXE50JH6CQPX4J
Tanggal Surat Pesanan : 07 Mei 2026, 18:18:15 WIB

Pemesan

BADAN PANGAN NASIONAL
Badan Pangan Nasional
Nama Penanggung Jawab : NITA YULIANIS
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 62.416.790.4-017.000
Alamat Pemesan : Jl. Harsono Rm No.3, Ragunan, Ps. Minggu, 

Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12550

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Penyedia

MULYA EKA PERKASA UMKK

Nama Penanggung Jawab : DRS ANDI HERAWAN
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 021.101.219.0-436.000
Alamat Penyedia : Jalan RE SULAEMAN KP KEBON KOPI RT 

003/RW 010,
KEL.PUSPANEGARA,KECAMATAN CITEREUP 
KABUPATEN
BOGOR. Kab. Bogor. 16841

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk Harga Produk Jumlah

Barang Pre Order 90 Hari PDN

MOBIL BOX PENDINGIN - ISUZU TRAGA
1,00 unit (2.200.000 gr)
Golongan PPN 12%

Rp579.000.000,00
 Harga Kota Denpasar

1,00 

https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KR0Z08 VN5ZCXE50JH6CQPX4J&o 
rderKey=e8cff20b-308 4-495b-ac46-73e070d6 9d45&productId=c0370 8b0-2634-4520-8277-f 
ea447f03873

Ringkasan Pembayaran

Keterangan Harga

Pembayaran Termin 1

Termasuk:

Harga Produk, PPN

Rp642.690.000,00

Estimasi Total Pembayaran Rp642.690.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Termasuk:
Harga Produk

Rp579.000.000,00

Total PPN

Termasuk:
Pajak Produk

Rp63.690.000,00
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Total PPnBM -

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 Rp642.690.000,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : I Nyoman Widyana P (6281339708849)

Permintaan Tiba : 05 Agustus 2026  - 05 Agustus 2026

Catatan Permintaan Tiba

Sesuai dengan Surat Pesanan

Alamat Pengiriman : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Jalan WR Supratman No 71, Sumerta Kaja, Denpasar Timur, Kota 
Denpasar, Bali, 80236

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No Produk Varian Layanan Tambahan Catatan Jumlah

1 MOBIL BOX PENDINGIN - ISUZU 
TRAGA

1,00

Harga Produk (1,00) Rp579.000.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00

Ongkos Kirim (2.200,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini 
dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu ) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki 
kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.in-
aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BADAN PANGAN NASIONAL
Badan Pangan Nasional

MULYA EKA PERKASA
 

¶ ¶

NITA YULIANIS Drs Andi Herawan
Pejabat Penandatangan Kontrak Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh 
Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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SYARAT DAN KETENTUAN: 
1. Hak dan Kewajiban 

a. Penyedia 
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total 

harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 
2) Penyedia memiliki kewajiban: 

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak 
benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; 

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain 
melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis 
dan persyaratan yang sama; 

c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 05 Agustus 
2026 di masing-masing lokasi sejak SP ini diterima oleh Penyedia; 

d) bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; 
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang 
dan menemukan bahwa: 

e.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan 

(apabila ada);  
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.  

 
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN 

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak: 
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini. 
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; 
c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal: 

c.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan 

pelatihan (apabila ada); 
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang. 

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban: 
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan 
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang; 
c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, 

dan pelatihan (apabila ada). 
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2. Waktu Pengiriman Barang 
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 
pada 05 Agustus 2026 di masing-masing lokasi sejak SP ini diterima oleh Penyedia.  
 

3. Alamat Pengiriman Barang 
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: 
a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung  

Jl. ZA. Pagar Alam No. 1 Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144 
Abu Mansyur – 0853 7104 4769 

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali  
Jl. WR Supratman No, 71, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80236 
I Nyoman Widyana Putra – 0813 3970 8849 

c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan  
Jl. Dr. Ratulangi No. 47, Makassar, Sulawesi Selatan 90132 
Diah Chandra Kirana M– 0812 4151 8471 
 

 
4. Tanggal Barang Diterima 

Barang diterima pada 05 Agustus 2026 di masing-masing lokasi 
 

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang 
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan 

melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini. 
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 

Perjanjian menemukan bahwa: 
b.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan 
barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau 
kerusakan barang tersebut. 

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk 
melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.  

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia 
untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang 
yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat 
mutu atau kerusakan. 

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan 
penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender. 

f. Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah penyerahan unit mobil.  

g. Penyerahan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) selambat-lambatnya 90 (sembilan 
puluh) hari kalender setelah penyerahan unit mobil. 
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6. Harga 

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas 
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.  

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya 
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual. 

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 
d. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengiriman dan asuransi serta garansi minimal selama 1 

(satu) tahun. 
 

7. Perpajakan 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang 
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini 
dianggap telah termasuk dalam harga SP. 
 

8. Pengalihan dan/atau subkontrak 
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, 

baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan. 
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan 
untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan 

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak 
standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix 
dan lain sebagainya. 

 
9. Perubahan SP 

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP. 
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal 

pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 
atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian.  

 
10. Peristiwa Kompensasi 

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat 
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi 
pekerjaan kepada Penyedia. 

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas 
keterlambatan pembayaran sesuai kesepakatan para pihak.  
 

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual 
a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.  
b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 

Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap 
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas 
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pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI 
lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia. 
 

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi 
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk 

menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan 
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau 
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima 
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini. 

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan 
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan 
Purnajual. 

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu 
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan 
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda 
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat 
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. 
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai 
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.  

f. Garansi mobil, karoseri selama 1 (satu) tahun dan asuransi kendaraan all risk. 
g. Penyedia wajib melampirkan jaminan pelaksanaan. 
 

13. Pembayaran 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat 

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan; 
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus dan dibayarkan setelah 

pelaksanaan kegiatan selesai dibuktikan dengan adanya Serah Terima Pekerjaan serta 
penyedia sudah menyampaikan seluruh pertanggungjawaban/laporan kepada PPK Direktorat 
Kewaspadaan Pangan; dan 

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak. 
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan 

bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan. 
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas 

pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa 
dokumen pembayaran lengkap dan sah.  
 

14. Sanksi 
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila: 

1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja; 
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2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui                  
e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau 

3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga 
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,  jumlah, dan 
tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.  

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
1) peringatan tertulis; 
2) denda; dan 
3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: 

a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau 
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (Inaproc).  

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi 
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.  

 
15. Penghentian dan Pemutusan SP  

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP 
apabila: 
a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP; 
b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, 

Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan 
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya 
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) 
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak 
dapat menyelesaikan pekerjaan; 

d) Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki 
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran 
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang 
berwenang. 

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan 
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia. 

c. Pemutusan SP oleh Penyedia 
1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai 
ketentuan SP atau adendum SP; 

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan 
akhir penyelesaian perselisihan; atau 
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c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.  

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara 
tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. 
 

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan 
dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu 
perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk 
setiap hari keterlambatan. 
 

17. Keadaan Kahar 
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat 
dipenuhi. 

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar 
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang 
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau 
kelalaian para pihak. 

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak 
dikenakan sanksi. 

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan 
dalam perubahan SP.  

 
18. Penyelesaian Perselisihan 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk 
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau 
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui 
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 

 
19. Larangan Pemberian Komisi 

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan 
Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau 
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui 
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini. 

 
20. Masa Berlaku SP 

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya 
pelaksanaan pekerjaan. 

 

 
 



Surat Pesanan
No. Surat Pesanan : EP-01KR0YRGM6RBC3XNN7BFSA0WW5
Tanggal Surat Pesanan : 07 Mei 2026, 18:22:38 WIB

Pemesan

BADAN PANGAN NASIONAL
Badan Pangan Nasional
Nama Penanggung Jawab : NITA YULIANIS
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 62.416.790.4-017.000
Alamat Pemesan : Jl. Harsono Rm No.3, Ragunan, Ps. Minggu, 

Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12550

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Penyedia

MULYA EKA PERKASA UMKK

Nama Penanggung Jawab : DRS ANDI HERAWAN
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 021.101.219.0-436.000
Alamat Penyedia : Jalan RE SULAEMAN KP KEBON KOPI RT 

003/RW 010,
KEL.PUSPANEGARA,KECAMATAN CITEREUP 
KABUPATEN
BOGOR. Kab. Bogor. 16841

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk Harga Produk Jumlah

Barang Pre Order 90 Hari PDN

MOBIL BOX PENDINGIN - ISUZU TRAGA
1,00 unit (2.200.000 gr)
Golongan PPN 12%

Rp576.500.000,00
 Harga Kota Bandar Lampung

1,00 

https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KR0YRG 
M6RBC3XNN7BFSA0WW5&o rderKey=3b44fbdd-e9a 4-4935-9675-c7bda4a9 
dc2d&productId=c0370 8b0-2634-4520-8277-f ea447f03873

Ringkasan Pembayaran

Keterangan Harga

Pembayaran Termin 1

Termasuk:

Harga Produk, PPN

Rp639.915.000,00

Estimasi Total Pembayaran Rp639.915.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Termasuk:
Harga Produk

Rp576.500.000,00

Total PPN

Termasuk:
Pajak Produk

Rp63.415.000,00
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Total PPnBM -

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 Rp639.915.000,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Abu Mansyur (6285371044769)

Permintaan Tiba : 05 Agustus 2026  - 05 Agustus 2026

Catatan Permintaan Tiba

Sesuai dengan Surat Pesanan

Alamat Pengiriman : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Jalan ZA Pagar Alam No 1, Rajabasa, Rajabasa, 
Kota Bandar Lampung, Lampung, 35144

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No Produk Varian Layanan Tambahan Catatan Jumlah

1 MOBIL BOX PENDINGIN - ISUZU 
TRAGA

1,00

Harga Produk (1,00) Rp576.500.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00

Ongkos Kirim (2.200,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini 
dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu ) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki 
kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada 
https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BADAN PANGAN NASIONAL
Badan Pangan Nasional

MULYA EKA PERKASA
 

¶ ¶

NITA YULIANIS Drs Andi Herawan
Pejabat Penandatangan Kontrak Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh 
Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
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SYARAT DAN KETENTUAN: 
1. Hak dan Kewajiban 

a. Penyedia 
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total 

harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 
2) Penyedia memiliki kewajiban: 

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak 
benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; 

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain 
melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis 
dan persyaratan yang sama; 

c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 05 Agustus 
2026 di masing-masing lokasi sejak SP ini diterima oleh Penyedia; 

d) bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; 
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang 
dan menemukan bahwa: 

e.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan 

(apabila ada);  
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.  

 
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN 

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak: 
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini. 
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; 
c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal: 

c.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan 

pelatihan (apabila ada); 
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang. 

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban: 
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan 
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang; 
c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, 

dan pelatihan (apabila ada). 
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2. Waktu Pengiriman Barang 
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 
pada 05 Agustus 2026 di masing-masing lokasi sejak SP ini diterima oleh Penyedia.  
 

3. Alamat Pengiriman Barang 
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: 
a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung  

Jl. ZA. Pagar Alam No. 1 Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144 
Abu Mansyur – 0853 7104 4769 

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali  
Jl. WR Supratman No, 71, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80236 
I Nyoman Widyana Putra – 0813 3970 8849 

c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan  
Jl. Dr. Ratulangi No. 47, Makassar, Sulawesi Selatan 90132 
Diah Chandra Kirana M– 0812 4151 8471 
 

 
4. Tanggal Barang Diterima 

Barang diterima pada 05 Agustus 2026 di masing-masing lokasi 
 

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang 
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan 

melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini. 
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 

Perjanjian menemukan bahwa: 
b.1 barang rusak akibat cacat produksi; 
b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau 
b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang 

sebagaimana tercantum pada SP ini. 
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan 
barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau 
kerusakan barang tersebut. 

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk 
melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.  

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia 
untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang 
yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat 
mutu atau kerusakan. 

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan 
penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender. 

f. Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah penyerahan unit mobil.  

g. Penyerahan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) selambat-lambatnya 90 (sembilan 
puluh) hari kalender setelah penyerahan unit mobil. 
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6. Harga 

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas 
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.  

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya 
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual. 

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 
d. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengiriman dan asuransi serta garansi minimal selama 1 

(satu) tahun. 
 

7. Perpajakan 
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang 
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini 
dianggap telah termasuk dalam harga SP. 
 

8. Pengalihan dan/atau subkontrak 
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, 

baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan. 
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan 
untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan 

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak 
standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix 
dan lain sebagainya. 

 
9. Perubahan SP 

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP. 
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal 

pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 
atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian.  

 
10. Peristiwa Kompensasi 

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat 
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi 
pekerjaan kepada Penyedia. 

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas 
keterlambatan pembayaran sesuai kesepakatan para pihak.  
 

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual 
a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.  
b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 

Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, 
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap 
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas 



Lampiran
No. Surat Pesanan : #EP-01KR0YRGM6RBC3XNN7BFSA0WW5
Tanggal Surat Pesanan : 07 Mei 2026, 18:22:38 WIB

Halaman 6/8

pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI 
lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia. 
 

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi 
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk 

menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan 
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau 
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. 

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima 
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini. 

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan 
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan 
Purnajual. 

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka 
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu 
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan 
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda 
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat 
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. 
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai 
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti 
Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.  

f. Garansi mobil, karoseri selama 1 (satu) tahun dan asuransi kendaraan all risk. 
g. Penyedia wajib melampirkan jaminan pelaksanaan. 
 

13. Pembayaran 
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat 

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan: 
1) penyedia telah mengajukan tagihan; 
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus dan dibayarkan setelah 

pelaksanaan kegiatan selesai dibuktikan dengan adanya Serah Terima Pekerjaan serta 
penyedia sudah menyampaikan seluruh pertanggungjawaban/laporan kepada PPK Direktorat 
Kewaspadaan Pangan; dan 

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak. 
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan 

bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan. 
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas 

pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa 
dokumen pembayaran lengkap dan sah.  
 

14. Sanksi 
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila: 

1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja; 
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2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui                  
e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau 

3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga 
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,  jumlah, dan 
tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.  

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi 
administratif berupa: 
1) peringatan tertulis; 
2) denda; dan 
3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: 

a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau 
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (Inaproc).  

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi 
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.  

 
15. Penghentian dan Pemutusan SP  

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP 
apabila: 
a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP; 
b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, 

Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan 
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya 
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) 
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak 
dapat menyelesaikan pekerjaan; 

d) Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki 
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran 
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang 
berwenang. 

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan 
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia. 

c. Pemutusan SP oleh Penyedia 
1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai 
ketentuan SP atau adendum SP; 

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan 
akhir penyelesaian perselisihan; atau 
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c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.  

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara 
tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. 
 

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan 
dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu 
perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk 
setiap hari keterlambatan. 
 

17. Keadaan Kahar 
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat 
dipenuhi. 

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar 
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang 
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau 
kelalaian para pihak. 

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak 
dikenakan sanksi. 

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan 
dalam perubahan SP.  

 
18. Penyelesaian Perselisihan 

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk 
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau 
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui 
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 

 
19. Larangan Pemberian Komisi 

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan 
Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau 
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui 
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini. 

 
20. Masa Berlaku SP 

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya 
pelaksanaan pekerjaan. 
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